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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan 

pelaporan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bangkalan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam prosedur perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur berupa gaji dan 

tunjangan Tahun 2015 tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh 21 terutang 

menurut Dinas PU dan Penataan Ruang dengan perhitungan PPh 21 menurut 

penulis yang mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut 

dikarenakan Dinas PU dan Penataan Ruang masih menggunakan PTKP lama 

yaitu tahun 2014 sedangkan PTKP yang seharusnya digunakan adalah PTKP 

2015 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2015 tetapi pemberlakuan PTKP 

2015 oleh Pemerintah ditarik mundur sejak tanggal 01 Januari 2015 sehingga 

perhitungan tersebut menyebabkan jumlah PPh yang disetor Dinas PU dan 

Penataan Ruang ke KPP menjadi Lebih Bayar dan kelebihan bayar pada Dinas 

PU dan Penataan Ruang akan dikompensasikan ke tahun pajak 2016 sehingga 

pajak yang akan dibayarkan nantinya hanya berupa sisa tambahan. 

2. Dalam prosedur perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur berupa TPP Tahun 

2016 yang dibayarkan setiap bulannya tidak sesuai antara jumlah perhitungan 

menurut Dinas PU dan Penataan Ruang dengan perhitungan menurut penulis,
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karena terdapat perbedaan pengelompokan  jenis penghasilan oleh Dinas PU dan 

Penataan Ruang. 

3.  Pemotongan PPh 21 pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan 

setiap bulannya yang dibayarkan berdasarkan peraturan UU yang telah 

ditetapkan. 

4. Pelaporan PPh 21 pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan 

dalam tahun 2015 kurang mengikuti Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku, 

karena adanya keterlambatan dalam pelaporan PPh 21 pada bulan April Tahun 

2015. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memberikan 

saran sebahai berikut : 

1. Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, sebaiknya senantiasa 

mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan seperti PTKP 

terbaru yang dapat dilihat melalui media online maupun media cetak agar 

pelaksanaan pembayaran ke KPP sesuai dengan perhitungannya. 

2. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh 21 

dengan mengikuti bendahara pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi atau 

workshop mengenai pemotongan PPh 21 sehingga kesalahan dalam perhitungan 

dan pemotongan PPh Pasal 21 dapat dihindari. 

3. Menambah pengetahuan perpajakannya dengan membaca buku mengenai PPh 

21 atau e-book yang telah disediakan khusus oleh DJP yaitu Bendahara Mahir 

Pajak sehingga dapat mempermudah bendahara dalam mempelajarinya. 
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4. Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, harus lebih taat dalam 

melaporkan SPT Masa yang dimana jatuh temponya pada tanggal 20 untuk 

setiap bulannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan melakukan pengawasan 

oleh atasan terhadap bendaharanya agar bendahara tersebut tidak menganggap 

enteng terhadap tanggung jawabnya sebagai pemotong pajak sehingga tidak 

akan terjadi pengenaan sanksi yang merugikan perusahaan. 
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